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Selamat Hari Air Dunia 2015. 
Setiap tanggal 22 Maret kita 
memperingati Hari Air Dunia.

Peringatan Hari Air Dunia 
merupakan agenda tahunan yang 
diselenggarakan oleh negara-
negara anggota PBB, sebagai 
implementasi Resolusi Sidang 
Umum PBB Nomor 147/1993. Pada 
tahun 2015 tema hari air dunia 
adalah air dan pembangunan 
berkelanjutan. 

Dalam kampanyenya, air dan 
pembangunan berkelanjutan 
sangat erat hubungannya dengan 
hal-hal seperti air dan kesehatan, 
di mana dengan membersihkan 
tangan dengan air bersih sehabis 
melakukan aktivitas akan dapat 
menyelamatkan nyawa anda.

Kemudian air adalah bagian 
dari alam, dalam hal ini siklus air 
sangat erat kaitannya dengan 
keberlanjutan lingkungan.

Air dan urbanisasi juga berkaitan 
dengan pembangunan 
berkelanjutan, yaitu bahwa 
migrasi masyarakat dari 
desa ke kota mengakibatkan 
kebutuhan akan air bersih 
semakin meningkat. Selain itu 
air sangat erat kaitannya dengan 
industri, energi, makanan, hingga 
persamaan hak.

Edisi Maret-April ini kami 
konsisten untuk mengangkat isu-
isu terkait dengan peringatan hari 
air dunia, selain itu juga mengenai 
persiapan pelaksanaan kegiatan 
bidang Sumber Daya Air tahun 
2015 yang telah dibicarakan 
dalam pertemuan pra konsultasi 
regional, dan konsultasi regional. 

Pelaksanaan kegiatan 2015 
hendaknya tetap dalam satu 
nafas cita-cita nawacita. Untuk 
penyusunan kegiatan tahun 2016 
ada beberapa hal yang menjadi 
perhatian yaitu keterpaduan 
program pembangunan 

infrastruktur dalam rangka 
mendukung pengembangan 
wilayah khususnya kawasan 
strategis nasional, dengan tetap 
memperhatikan daya dukung 
lingkungan termasuk daya 
dukung sumber daya air, serta 
mengacu pada RTRW, hingga 
pencapaian target program 
bidang sumber daya air.

Ada hal yang menarik pada edisi 
kali ini, yaitu kami mengangkat 
profil restorasi sungai 
Cikapundung, untuk mendukung 
Konferensi Asia Afrika. 
Restorasi ini bagian dari upaya 
mempercantik kota, melestarikan 
air, hingga ruang terbuka bagi 
masyarakat kota Bandung. Ini bisa 
menjadi contoh bagi daerah lain 
untuk mempercantik ruang di 
sekitar sungai.

Mari peduli air dari sekarang!
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Dalam melaksanakan roda pemerintahan, kinerja Pemerintah 
dipengaruhi berbagai hal yang mungkin saja berdampak menghambat 
proses pelaksanaan kerja Pemerintah. Salah satu hal tersebut dapat 
berupa struktur organisasi yang baru saja dirubah karena pergantian 
Presiden Republik Indonesia (RI) yang baru. Revisi perubahan 
Nomenklatur Kementerian (struktur organisasi yang baru) dan revisi 
penambahan atau perubahan nomenklatur Satuan Kerja (menunggu 
Surat Kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 
PISK).

Selain revisi nomenklatur 
Kementerian dan revisi 
penambahan atau perubahan 
nomeklatur terbitnya Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Perubahan 
(APBN-P) Tahun Anggaran 2015 
(TA) yang sudah disahkan, tidak 
bisa melakukan transaksi dan 
kegiatan kontraktual. Realisasi 
kegiatan baru dapat terlaksana 
sampai nomenklatur Pagu 
Program dan Fungsi disetujui 
oleh Komisi V Dewan Perwakilan 
Rakyat RI dan struktur organisasi 
diselesaikan, serta revisi DIPA 
APBN P 2015 disahkan.

RAKER PU 2015: 
BEKERJA UNTUK WUJUDKAN 
KETAHANAN AIR DAN PANGAN 
NASIONAL
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Pelaksanaan pekerjaan di 
lingkungan Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR) terkendala 
beberapa hal, seperti proses 
izin kontrak tahun jamak, yaitu 
kesiapan Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) dan Balai 
Wilayah Sungai (BWS) untuk 
menyiapkan data dukung 
yang kurang lengkap sehingga 
dapat menghambat proses di 
Kementerian Keuangan.

“Selain hal tersebut diatas 
ada beberapa permasalahan 
seperti pembebasan lahan dan 
penyelesaian permasalahan sosial 
yang belum dapat diselesaikan, 
seperti masalah penggantian 
lahan kawasan hutan dalam 
pelaksanaan pembangunan 
Bendungan Jatigede dan 
penolakan pembangunan 
Bendung Batang Asai oleh 
masyarakat setempat, ” ujar 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Mudjiadi 
dalam acara Rapat Kerja Evaluasi 
Pelaksanaan Program 2014 dan 
Percepatan Pelaksanaan Program 
2015, di Jakarta, (6/3).

Sedangkan perkembangan 
progres fisik dan keuangan terus 
berjalan, Ditjen SDA Kementerian 
PUPR periode 2008–2014 untuk 
progres fisik mencapai 95,15 
persen dan progres keuangan 
93,68 persen.

“Sesuai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan Rencana 
Strategis (Renstra) capaian Ditjen 
SDA untuk ketahanan pangan 
kegiatan irigasi dan rawa dapat 
memproduksi beras secara 
nasional sebanyak surplus 6,5 juta 
ton, untuk pengendalian daya 
rusak air seperti pelaksanaan 
pengendalian banjir Kualanamo, 
Sabo Dam Merapi dan 
Bawakaraeng, Kanal Banjir Timur, 
dan pengamanan pulau terluar 
Kepulauan Riau, ” ujar Mudjiadi.

Progres pelaksanaan 2015 adalah 
rencana kontrak untuk program 
APBN yang sedang proses 
lelang sebanyak 2.545 paket dan 
diharapkan akan kontrak pada 
akhir Maret, dan yang belum 
terlaksana lelangnya adalah 1.707 
paket yang direncanakan pada 
akhir April.

Untuk peningkatan layanan air 
baku target pembangunan yang 
sesuai dengan RPJMN adalah 
43,40 m3/det dan rehabilitasi 
RPJMN 12,30 m3/det (idle capacity 
6,41 m3/det). Program percepatan 
tahun 2015 adalah pelaksanaan 
pembangunan irigasi, rawa yang 
semula pembangunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) 120.548 ha, karena adanya 

APBNP menjadi 181.282 ha dan 
peningkatan layanan air baku, 
melaksanakan pembangunan 
7,93 m3/det menjadi 8,65 m3/det.

Program percepatan tahun 
2015 adalah pelaksanaan 
pembangunan irigasi, rawa 
yang semula pembangunan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 120.548 
ha karena ada APBN Perubahan 
(APBN P) menjadi 181.282 ha dan 
peningkatan layanan air baku, 
melaksanakan pembangunan 
7,39 m3/det menjadi 8,65 m3/det.

Ketahanan air dan Ketahanan 
pangan merupakan salah 

satu fokus dari Nawacita yang 
digalangkan oleh Presiden 
Republik Indonesia, untuk 
mendukung hal tersebut 
Ditjen SDA akan melaksanakan 
pembangunan 65 waduk yang 
dilaksanakan sejak 2014–2019. 
Selain pembangunan waduk juga 
akan membangun jaringan irigasi 
baru dan merehabilitasi jaringan 
irigasi.

Mudjiadi berharap dalam 
pelaksanaan progress fisik dan 
keuangan di tiap-tiap BBWS dan 
BWS dapat segera dilaskanakan, 
dan dapat memanfaatkan waktu 
efektif yang tersisa. (anj) 
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Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), 
Mudjiadi, melantik ratusan pejabat personil 
Satuan Kerja yang dibagi menurut wilayah kerja 
di Indonesia bagian Barat dan Timur di Bali 
(10/4).

PELANTIKAN SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DITJEN SDA:
JABATAN ADALAH AMANAH, 
LAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
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Dalam sambutannya, Dirjen 
SDA mengarahkan agar para 
pejabat yang baru dilantik 
dapat melaksanakan tugas dan 
menjalankan amanah yang 
dipercayakan dengan sebaik-
baiknya. Diingatkannya, agar 
tiap personil yang baru dilantik 
untuk disiplin melaporkan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Sipil Negara kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan 
melakukan tes narkoba di Badan 
Narkotika Nasional dengan batas 
waktu maksimal hingga sebulan 
setelah hari pelantikan.

“Mengenai tes narkoba, ini memang harus serius ditangani, sesuai pesan Menteri PUPR. Ini karena masalah 
narkoba sedemikian serius dan bisa kena kepada siapa saja serta berdampak luas yang mampu merusak masa 
depan dan generasi penerus bangsa”, jelas Mudjiadi lagi. Oleh karena itu diingatkan kembali agar jajaran 
yang berada di bawah komandonya jangan sampai melakukan hal-hal yang melawan hukum. Diharapkan 
agar tiap personil dalam institusi yang dipimpinnya perlu selalu mengetahui dan memahami program kerja 
serta tata laksana bidang tugasnya masing-masing.

Berikut nama-nama yang dilantik antara lain:
•	 PPK Subdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program	 :	 Ir. Abdul Muis, MT
•	 PPK Subdit Kebijakan Strategis Direktorat Bina Program	 :	 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA
•	 PPK Ketatalaksanaan BBWS Mesuji-Sekampung	 :	 Aris Pranoto, S.Sos, M.Si
•	 PPK Ketatalaksanaan BBWS Ciliwung-Cisadane	 :	 Devi Utari Siregar, S.Kom, M.Sc.
•	 PPK Perencanaan dan Program BBWS Bengawan Solo	 :	 Aditya Sidik Waskito, ST, M.Si, MSc
•	 PPK Pengelolaan Aset Bendungan BWS Bali-Penida	 :	 I Gede Made Dermawan, ST, MT
•	 PPK Perencanaan dan Program BWS Sulawesi I	 :	 Ellen D. Cumentas, ST, Sp.1
•	 PPK Perencanaan dan Program BWS Papua	 :	 Nimbrot Rumaropen, ST
•	 PPK Kepegawaian dan Ortala Setditjen SDA	 :	 Teguh Widodo, M.Si.
•	 PPK Hukum dan Per-Undang-Undangan Setditjen SDA	 :	 Titi Kartika Sari, SH, MKn
(nan/idr/dew)
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“Dari 5.048 paket kontraktual yang ada, paket yang sudah terkontrak ada 
484, dan yang masih dalam proses lelang sebanyak 3.037, sedangkan 
paket yang belum dilelang sebanyak 1.523, ” ujar Pelaksana Tugas 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Mudjiadi, dalam 
acara Wrap Up Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
dan Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 Bidang SDA, Jakarta, 
(20/4).

Sesuai dengan arahan Wakil 
Presiden dan Menteri PUPR, 
seluruh paket kontraktual Tahun 
Anggaran (TA) 2015 harus selesai 
dilelangkan pada April 2015.

Pasca selesainya revisi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan (APBN-P) pada 16 
April 2015 sudah diperbolehkan 
untuk melaksanakan kontrak 
kecuali yang diblokir dan sudah 
bisa melaksanakan transaksi 
keuangan.

PENYUSUNAN RKP DITJEN SDA : 
PENAJAMAN USULAN PROGRAM 
UNTUK SEMUA BALAI
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Mudjiadi mengatakan bahwa 
untuk seluruh Satuan Kerja/
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu 
agar dapat melaksanakan 
kegiatan dan penyerapan 
keuangan dengan memanfaatkan 
waktu efektif yang tersisa.

Ada beberapa Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) dan 
Balai Wilayah Sungai (BWS) yang 
belum melaksanakan lelang, 
diantaranya BBWS Pemali Juana, 
BWS Sumatera II, dan BWS Papua. 
Dengan Daftar Isian Anggaran 
Pemerintah (DIPA) Ditjen SDA 
sebesar Rp 30, 56 triliun dan 
progres keuangan saat ini adalah 

±1,03% dan progress fisik ±2,94% 
harus segera memanfaatkan 
waktu yang tersisa agar pekerjaan 
dapat selesai dengan tepat waktu.

Kegiatan Ditjen SDA di tahun 
2016 dengan kegiatan wajib 
atau anggaran mengikat 
sebanyak 63% terhadap pagu 
indikatif Rp 25,93 triliun. “Dalam 
penyusunan program 2016 ini 
masing-masing BBWS/BWS agar 
menajamkan usulan program 
yang benar-benar dijadikan 
prioritas dengan memperhatikan 
beberapa hal, seperti pencapaian 
program Nawacita, Direktif 
Presiden dan Pimpinan 

Kementerian/Lembaga, kegiatan 
yang bersifat lanjutan, dan 
kegiatan prioritas lainnya yang 
mendesak atau urgent, ”
jelas Mudjiadi.

Kebijakakan pemrograman 2016 
salah satunya adalah memberikan 
dukungan terhadap pencapaian 
kedaulatan pangan, ketahanan 
air, dan kedaulatan energi.

Kegiatan prioritas bidang SDA 
tahun 2016 adalah mendukung 
program Nawacita, direktif 
Presiden/pimpinan K/L dengan 
melakukan penanganan abrasi 
pantai Tanah Bumbu sedangkan 

untuk kegiatan prioritas lainnya 
adalah pengendalian banjir atau 
drainase utama dan pengamanan 
pantai.

Mudjiadi menambahkan untuk 
pengadaan barang dan jasa di 
tahun 2016 diharapkan sudah 
dilakukan pemaketan pekerjaan 
dengan kaidah yang sudah 
ditentukan, seperti mengurangi 
jumlah paket, dan memperbesar 
nilai paket. “Diharapkan kegiatan 
Lokakarya ini dapat berjalan 
dengan baik, dan mendapatkan 
hasil yang memuaskan, ” ujar 
Mudjiadi. (anj-dewDatinSDA)
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Ditjen Sumber Daya Air (SDA) untuk tahun 2015–2019 memiliki 
beberapa program. Yakni, pembangunan 65 waduk sebesar Rp. 76, 52 
triliun, penambahan 67, 52 m3/detik air baku (intake, jaringan, embung) 
sebesar Rp. 24, 22 triliun, pembangunan irigasi baru 1 juta ha sebesar Rp. 
44, 28 triliun dan rehabilitasi irigasi 3 juta ha sebesar Rp. 30, 85 triliun. 
Pekerjaan lainnya adalah pengendalian banjir seperti normalisasi sungai, 
kanal banjir, bangunan pengendali banjir dengan dana sebesar Rp. 57, 7 
triliun, pengamanan abrasi pantai Rp. 9, 15 triliun dan pengendali lahar 
sebesar Rp 3, 16 triliun.

Demikian disampaikan Plt. Dirjen 
Sumber Daya Air Mudjiadi dalam 
Konsultasi Regional (Konreg) 
Kementerian PUPR Tahun 2015, 
Rabu (22/4). 

“Kegiatan pembangunan dan 
rehabilitasi infrastruktur sumber 
daya air dan penanggulangan 
bencana tersebut diharapkan 
dapat memenuhi ketersediaan air 
bagi masyarakat, meningkatkan 
dan mengembangkan 
potensi irigasi dan rawa serta 
meminimalisir dampak dari 
bencana alam, ” jelas Mudjiadi.

DITJEN SDA MENGEFEKTIFKAN 
WAKTU UNTUK KEGIATAN DAN 
PENYERAPAN KEUANGAN
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Menurut Mudjiadi ada 
beberapa program strategis/
unggulan di beberapa wilayah 
yang disesuaikan dengan isu 
strategis di wilayah tersebut. Di 
wilayah Sumatera, isu strategis 
yaitu ketersediaan air cukup, 
potensi pengembangan irigasi 
dan rawa tinggi serta banjir 
meningkat. Untuk itu dilakukan 
pembangunan Bendungan 
Keureuto, Rukoh, Lompatan 
Harimau dan Sei Goong; 
pembangunan DI seperti Lhok 
Guci, Jambo Aye Kanan, Rajui dan 
Rawa Sri dan pengendalian banjir 
di antaranya Batang Anai-Batang 
Kandis, Bengkalis dan Krueng 
Aceh.

“Adapun dukungan terhadap 
wilayah pengembangan strategis 
di Sumatera salah satunya adalah 
Jambi-Palembang-Bangka 
Belitung. Untuk kawasan Jambi 
dilakukan pengendalian banjir 
Kota jambi dan kawasan Bangka 
Belitung yaitu pembangunan DI 
Selingsing, ” kata Mudjiadi.

Isu strategis di Pulau Bali-Nusa 
Tenggara yaitu ketersediaan air 
kritis, pengembangan irigasi 
selektif dan banjir relatif rendah. 
Beberapa program unggulan 
di wilayah tersebut diantaranya 
adalah pembangunan 
Bendungan Tanju dan Mila (NTB), 
Telagawaja/Sidan (Bali) dan 

Raknamo (NTT), pengamanan 
pantai Purnama, Masceti, Nusa 
Penida dan Lembongan dan 
penyediaan air baku di Embung 
Salut Timur, Embung Banda, 
Embung Sukadana dan Yeh Kori 2, 
Air Baku Sengkang, Air Baku 
Latuppa.

Untuk mendukung wilayah 
pengembangan strategis, di 
antaranya adalah Kawasan 
Metropolitan SARBAGITA 
(Denpasar, Badung, Gianyar dan 
Tabanan) dilakukan peningkatan 
Jaringan Irigasi DAS Tukad 
Ayung dan kawasan Wisata 
Senggigi-Mataram Kuta yaitu 
pembangunan perkuatan Tebing 

Sungai Sulin (Sub DAS Dodokan).
“DIPA 2015 Direktorat Jenderal 
SDA adalah Rp 36,56 triliun 
dengan progres keuangan 1,03% 
dan progres 2,94%. Realisasi 
progres rendah karena belum 
dapat melakukan transaksi 
sampai dengan 16 April 2015. 
Saya berharap agar seluruh 
satker/SNVT dan SKPD untuk 
segera memacu kegiatan dan 
penyerapan keuangan dengan 
memanfaatkan waktu efektif yang 
tersisa sehingga pembelanjaan 
uang negara yang kita lakukan 
dapat bermanfaat secara efektif 
dan efisien bagi masyarakat, ” ujar 
Mudjiadi. (anj/dew/ind)
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Konsultasi Regional 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal Menuju 
Pembangunan yang Berkualitas yang dilaksanakan selama dua hari 
(21–22/4) telah selesai dilaksanakan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
menyampaikan apresiasi, para 
peserta telah bekerja bahu 
membahu menyelesaikan 
tugasnya masing-masing dan hari 
ini kita dapat menyelesaikan acara 
Konreg 2015 dengan lancar dan 
hasil yang memuaskan.

“Sesuai dengan tujuan 
penyelenggaraan Konreg, kita 
semua telah melakukan upaya 
mensinergikan sumber daya 
Pemerintah Pusat dan Daerah 
melalui sinkronisasi program dan 
kegiatan penyelenggaraan Bidang 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, ” tutur Basuki.

MENTERI PUPR MENUTUP 
PELAKSANAAN KONSULTASI 
REGIONAL 2015
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Sinkronisasi dilaksanakan untuk 
menterpadukan penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
dan Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga (RENJA KL) dengan 
rancangan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota, termasuk 
keterkaitan dengan pembiayaan 
Dana Perimbangan, Dana 
Alokasi Khusus, dan pembiayaan 
Dekonsentrasi serta Tugas 
Pembantuan.

Basuki mengingatkan kembali 
bahwa tahun 2016 merupakan 
tahun kedua dari periode RPJMN 
dan Renstra Kementerian, 

sehingga hal-hal yang telah 
menjadi prioritas nasional harus 
diutamakan pemrograman dan 
pelaksanaannya. Pada tahun 
pertama ini sasaran utama 
pemerintah difokuskan pada 
melaksanakan program RPJM 
Nasional ke-3 dalam mendukung 
Nawacita Presiden.

Kementerian PUPR harus 
memberikan prioritas pada 
pembangunan infrastruktur 
di wilayah-wilayah khusus, 
seperti kawasan perbatasan, 
pulau terluar, daerah tertinggal 
dan kawasan Indonesia Bagian 
Timur guna membangun 
konektivitas dan pengembangan 
potensi daerah dalam rangka 
mewujudkan integrasi wilayah 
yang lebih baik. Untuk itu kita 
harus mengacu pada WPS yang 
sudah ditetapkan dalam Renstra 
Kementerian PUPR.
Pembangunan PU dan 
permukiman harus pula 
dapat menyentuh kepada 
masyarakat berpenghasilan 
rendah (low income) serta upaya 
penanggulangan kemiskinan 
agar masyarakat kita yang kurang 
beruntung juga dapat menikmati 
hasil-hasil pembangunan.

Sebagaimana telah kita ketahui 
bersama bahwa total alokasi 

pendanaan Kementerian PU T.A. 
2015 adalah sebesar Rp. 118,546 
Trilyun.

“Seluruh alokasi tahun 
2015 tersebut harus dapat 
dipercepat penyerapannya 
dengan tetap mengupayakan 
kualitas pelaksanaannya 
secara lebih efisien dan efektif, 
serta memastikan fungsi dan 
manfaatnya dalam mendukung 
Visi Pembangunan nasional dan 
Visi Kementerian PUPR 2015–
2019. Kinerja saudara terhadap 
pelaksanaan program akan terus 
dipantau melalui e-monitoring, ” 
tambah Basuki.

Basuki juga menekankan bahwa 
anggaran yang besar tersebut 
menuntut tanggung jawab yang 
lebih besar. Selanjutnya tanggung 
jawab tersebut perlu diwujudkan 
dengan kinerja yang lebih baik 
dan lebih optimal.

Diketahui juga bahwa 
Kementerian PUPR memperoleh 
pagu indikatif 2016 sebesar 
Rp102,56 triliun atau lebih rendah 
dari APBN Perubahan 2015 senilai 
Rp118,54 triliun.

Menteri PUPR melalui surat 
Nomor KU.01.01-Mn/270 
tertanggal 20 Maret 2015 

perihal Rencana dan Usulan 
Pendanaan Program dan 
Kegiatan Kemenpupera Tahun 
2016, mengajukan kebutuhan 
pendanaan 2016 sebesar 
Rp178,22 triliun. Namun, dalam 
arahan Menteri Keuangan saat 
pramusrenbangnas, Kementerian 
PUPR mendapat Rp102,56 triliun.
Menteri Basuki mengatakan, 
pagu indikatif tersebut masih 
bisa kemungkinan ditambah 
tergantung perkiraan pendapatan 
2016.

“Ini baru baseline tergantung 
prediksi revenue (pendapatan) 
tahun depan yang masih bisa 
berkembang, ” tambah Basuki. 
Menteri PUPR mengatakan 
bahwa memang nanti ada alokasi 
penambahan Rp 19 triliun, 
dalam forum tersebut dirinya 
ingin menyepakati bersama 
untuk prioritas penambahan 
tersebut akan dialokasikan untuk 
pemukiman air minum dan 
sumber daya air.

“Hal ini inline dengan kebutuhan 
dan juga keputusan Mahkamah 
Konstitusi atas pembatalan 
UU SDA, yang memberikan 
mandat kepada negara yang 
direpresentasikan pemerintah 
untuk mengurusi sumber daya air, 
” tambah Basuki.



MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR • ULASAN UTAMA14

U L A S A N  U T A M A

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) 
melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan Lokakarya 
Konsultasi Regional Bidang Sumber Daya Air di Sanur, Bali (8/4). Acara ini 
dihadiri oleh para pejabat eselon ll dan III di lingkungan Ditjen SDA, Plt. 
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktur Pengairan 
dan Irigasi Bappenas, Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
dan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Kepala Satuan Kerja di lingkungan 
Direktorat Jenderal SDA.

Plt. Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air (Dirjen SDA) yang 
diwakili oleh Sekretaris Ditjen 
SDA, menyampaikan bahwa 
kegiatan ini merupakan kegiatan 
rutin tahunan dan bagian 
dari mekanisme perencanaan 
pembangunan nasional dalam 
rangka penyusunan program 
kegiatan satu tahun ke depan 
agar dapat terwujud program 
kerja yang baik sesuai dengan 
program prioritas nasional.

“Program prioritas pembangunan 
nasional nantinya harus 
selaras dengan Nawacita yang 
dicanangkan oleh pemerintahan 

KONSULTASI REGIONAL
BIDANG SUMBER DAYA AIR:
PROGRAM STRATEGIS UNTUK MAJUKAN 
KEHANDALAN INFRASTRUKTUR SDA
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Jokowi-JK, di mana salah satu 
isinya adalah mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik 
dengan sub agenda prioritas 
meliputi peningkatan ketahanan 
air, peningkatan kedaulatan 
pangan, peningkatan kedaulatan 
energi, melestarikan sumber 
daya alam, lingkungan hidup 
dan pengelolaan bencana, ” jelas 
Hartanto.

Untuk itu Direktorat Jenderal SDA 
mencoba untuk menerapkan 
kebijakan one map policy 
(satu peta), dimana informasi 

pembangunan sumber daya air 
diarahkan untuk menggunakan 
peta referensi yang dikeluarkan 
oleh Badan Informasi Geospatial 
sebagai layer dasar. Beliau 
berharap agar BBWS/BWS agar 
menyiapkan peta informasi 
geospatial tematik.

Hartanto mengingatkan, terkait 
dengan program khusus Kabinet 
Kerja seperti pembangunan 
sejumlah waduk di beberapa 
wilayah, agar BBWS/BWS 
melaporkan jumlah waduk yang 
akan diresmikan dan waduk 
yang dimulai pembangunannya 
(groundbreaking), dan program 
pembangunan atau peningkatan 
jaringan irigasi baru yang akan 
mulai dibangun (di mana saja, 
berapa total arealnya dan kapan 
selesainya).

Dalam kesempatan yang sama, 
Plt. Kepala Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah, Hermanto 
Dardak, menyampaikan 

pentingnya peningkatan 
keterpaduan rencana dan 
program pembangunan 
infrastruktur PUPR melalui 
pendekatan wilayah tahun 
2015–2019.

Hermanto Dardak mengatakan 
sinergi pembangunan 
infrastruktur belum optimal 
bila masih adanya batasan 
kewenangan pusat dan daerah, 
seperti kerusakan irigasi yang 
masih menjadi kewenangan 
daerah dan hingga saat ini 
sebagian besar daerah irigasi 
berada dalam kewenangan 
kabupaten dimana lebih dari 
50 persen berada dalam kondisi 
rusak.

“Belum lagi pengelolaan SDA 
yang kembali mengacu ke UU 
No. 11/1974 tentang Pengairan, 
berarti perlu payung hukum 
sementara RUU pengganti 
disusun. Oleh karena itu sasaran 
strategi pembangunan PUPR 

2015–2019 adalah memenuhi 
harapan stakeholder berupa 
kehandalan dalan infrastruktur 
yang mampu mendukung 
kedaulatan pangan, ketahanan 
air, konektivitas bagi penguatan 
daya saing, dan keseimbangan 
pembangunan antar daerah 
antar sektor untuk dapat 
mensejahterakan masyarakat, ” 
lanjut Hermanto Dardak.

Hermanto Dardak berharap agar 
kedepannya infrastruktur SDA 
mampu mendukung ketahanan 
pangan, antara lain di Jawa 
dan Papua. Pembangunan 
infrastruktur SDA nantinya 
diharapkan juga mampu 
mendukung kota cerdas yang 
produktif terutama di daerah 
perkotaan dan infrastruktur SDA 
memiliki kemampuan untuk 
mendukung ketahanan energi 
melalui pemanfaatan potensi 
hydropower, terutama di sungai-
sungai besar seperti sungai 
Memberamo. (nan/dew/idr)

Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) 
menghadiri konsultasi regional 
bidang sumber daya air tahun 
2015 (9/4) di Sanur, Bali. 
Kehadiran menteri PUPR untuk 
memberikan beberapa pesan 
yang harus diimplemantasikan 
oleh seluruh jajaran di lingkungan 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air.

Dikatakan Menteri Basuki 
Hadimoeljono bahwa ada dua 
hal penting yang harus mulai 
dilakukan, pertama adalah 
program. Dikatakan bahwa 
program harus didasarkan pada 
aspek pengembangan wilayah, 
dirigennya adalah kepala badan 
pengembangan infrastruktur 
wilayah. Setiap jajaran harus 
dapat mengimplementasikan 
rencana tata ruang wilayah yang 
sudah dibuat, termasuk mana 
yang diklasifikasikan ke dalam 
kawasan strategis nasional.

Nantinya, infrastruktur harus 
masuk pada pengembangan 

MENTERI PUPR: REVOLUSI MENTAL TERWUJUD MELALUI 
PROFESIONALISME KERJA

kawasan-kawasan kumuh dan 
rawan banjir. “Seluruh kegiatan 
pengendalian banjir akan ada di 
Ditjen SDA, tidak lagi di Ditjen 
Cipta Karya. Tidak ada lagi satu 
bagian yang mengawasi macro 
drainage ataupun micro drainage. 
Semua harus satu, harus dibuat 
clear cut”, jelas Menteri PUPR. 

“Hal kedua adalah perubahan 
konsep pola pikir dan 
profesionalisme yang harus 
berubah dan mengacu pada 
sikap revolusi mental. Jangan 
lagi sudah ada usulan, setelah 
disetujui, usulan baru di-studi 

lagi”, tegas menteri Basuki. Jika 
sudah diusulkan dan disetujui, 
harus segera dilaksanakan, tanpa 
perlu lagi feasibility study terlebih 
pada suatu usulan tunggal.

Profesionalisme ditekankan 
Basuki Hadimoeljono sebagai hal 
yang mutlak dilaksanakan. Karena 
masyarakat menuntut hasil 
yang cepat. Belum lagi, untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi 
5, 7%, salah satunya memerlukan 
pilar investasi. Investasi sangat 
mengedepankan kesiapan 
infrastruktur. (nan/dew/idr)
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U L A S A N  K H U S U S

Sebagai manusia kita harus bisa menjaga lingkungan kita agar tetap 
terjaga bersih sehingga mendapatkan manfaat yang baik untuk 
kehidupan kita kedepannya. Selain lingkungan air juga harus bisa 
dijaga kelestariannya sehingga kita sebagai pengguna dapat merasakan 
manfaat yang baik akan sumber daya alam berupa air.

Ada ungkapan yang menyatakan 
“water is everybody business” yang 
telah menjadi pedoman bagi 
seluruh pihak dalam pengelolaan 
Sumber Daya Air (SDA). Hal 
tersebut karena air merupakan 
kebutuhan utama makhluk hidup 
untuk melaksanakan kegiatan 
sehari-hari dan air pula yang 
mendukung salah satu kemajuan 
perekonomian bangsa.

Hari Air Dunia (HAD) ditetapkan 
pada Sidang Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-
47 tanggal 22 Desember 1992 
melalui Resolusi No. 147/1993. 
PBB menetapakan di tahun 

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MENJAGA SUNGAI
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2005–2015 sebagai “Water For 
Life Decade” yaitu Dasawarsa Air 
Untuk Kehidupan.

Di setiap tahunnya, tema HAD 
selalu berganti dan disesuaikan 
dengan isu-isu strategis, tema 
HAD ke-23 adalah “Water and 
Sustainable Development” atau “Air 
dan Pembangunan Berkelanjutan”. 
Wacana pembangunan secara 
berkelanjutan pertama kali 
diperkenalkan oleh United 
Nations Environtment Programme 
(UNEP), International Union for 
Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN), dan 
World Wide Fund for Nature (WWF) 

di tahun 1980 yang memiliki 
prinsip “memenuhi kebutuhan 
saat ini tanpa mengurangi 
kemampuan generasi mendatang 
untuk memenuhi kebutuhannya”.
Hal tersebut karena air 
merupakan satu kesatuan 
dari inti pembangunan secara 
berkelanjutan. Mulai dari 
ketersediaan sumber daya air 
dan jangkauan pelayanannya, 
ketahanan pangan dan energi, 
kesehatan manusia dan 
lingkungan sampai kesejahteraan 
sosial semua dipengaruhi dan 
mempengaruhi air.

Indonesia merupakan negara 
kepulauan terbesar di dunia 
dan merupakan negara terbesar 
ke 5 akan SDA, namun belum 
meratanya pembagian SDA 
menyebabkan kekurangan air 
dibeberapa wilayah di Indonesia. 
Pemerintah melalui Direkotar 
Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat melaksanakan 
beberapa pembangunan 
bendungan dan embung di 
beberapa wilayah di Indonesia 
guna memenuhi kebutuhan air 
untuk irigasi dan air baku.

Dalam kuantitas dan kualitas air 
seyogyanya menjadi perhatian 
semua pihak, tidak hanya 
dari pemerintah melainkan 
juga masyarakat yang juga 
turut menjaga kelestarian dan 
keberadaan air agar air tetap ada 
sampai dengan anak cucu kita 
kedepan.

“Salah satu upaya untuk 
menjaga kualitas, kuantitas, 
dan ketersediaan air adalah 
dengan membuat ruang 
terbuka hijau, seperti taman dan 
mengembalikan fungsi hutan 
sebagai penyimpan air dan 
melakukan revitalisasi air tanah 
yang merupakan sumber air 
bersih,” ujar Wakil Gubernur Jawa 
Barat, Deddy Mizwar, dalam acara 
peringatan HAD di Bandung, 
(22/3).

Peringatan HAD ke-23, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
Provinsi Jawa Barat melakukan 
beberapa kegiatan seperti 
arung Sungai Cikapundung 
dan Pameran HAD. Balai Besar 
Wilayah Sungai Citarum juga 
turut peran serta dalam kegiatan 
tersebut. “Kegiatan ini tentu saja 
sangat positif untuk masyarakat 
luas khususnya dalam menjaga 
lingkungan sungai, ” jelas Kepala 
BBWS Citarum Syafrudin.

“Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kepedulian akan 
semakin menurunnya kualitas 
dan kuantitas air yang tersedia, 
meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya konservasi dan 
pelestarian serta perlindungan 
sumber-sumber air, ” ujar Kepala 
Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air Provinsi Jawa Barat.

Selain arung Sungai 
Cikapundung, kegiatan lainnya 
adalah Seminar Tingkat 
Mahasiswa dengan tema “Air dan 

Pembangunan Berkelanjutan” 
yang diikuti oleh 12 perguruan 
tinggi di Jawa Bawat, Kampanye 
Simpatik Peduli Air di kawasan 
Car Free Day Dago dan acara 
puncaknya adalah Arung Sungai 
Cikapundung. Acara ini diikuti 
oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, 
Deddy Mizwar, Kepala Dinas 
BPSDA Jawa Barat, BBWS Citarum, 
dan Mahasiswa Pecinta Alam 
serta Komunitas Masyarakat 
Peduli Sungai Cikapundung.

“Acara positif ini tentu saja 
harus menjadi perhatian dari 
Pemerintah sendiri setiap 
tahunnya, dan harus dilakukan 
secara kontinyu, tidak hanya di 
Sungai Cikapundung melainkan 
di sungai-sungai lainnya, seperti 
Ciliwung dan Citarum, ” ujar Wakil 
Gubernur Jawa Barat, Deddy 
Mizwar.

Deddy Mizwar menambahkan, 
dalam pengelolaan sungai harus 
dimulai dari pribadi masyarakat 
itu sendiri dan pendidikan di 
masyarakat mengenai kegiatan 
Mandi Cuci Kakus (MCK) di 
tempat yang seharusnya, tidak di 
sembarang tempat seperti sungai 
sehingga nantinya dapat merusak 
ekosistem sungai tersebut. (anj/
chs)
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U L A S A N  K H U S U S

“Hari ini adalah peringatan Hari Air Dunia (HAD) yang ke dua puluh 
tiga (22/3). Masalah air menjadi masalah kita semua, tanpa air tidak ada 
kehidupan, tidak hanya di Jakarta saja. Hari ini dalam memperingati 
HAD kegiatan pertama yang dilakukan adalah Kampanye simpatik yang 
bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya air. Selain itu juga 
di waktu yang sama diadakan penanaman pohon dan arung sungai 
di sungai Ciliwung dan pada siang hari juga diadakan penanaman 
pohon di polder Kali Pesanggrahan, Tanah Kusir,” jelas Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Mudjiadi, saat ditemui di acara peringatan HAD di bundaran HI. 

Acara ini dihadiri oleh para 
pejabat dan karyawan di 
lingkungan Kementerian PUPR 
dan juga bekerja sama dengan 
Kementerian lain seperti 
Kementerian Lingkungan Hidup, 
Pertanian, Kehutanan, Dalam 
Negeri dan para komunitas 
pecinta air dan beberapa 
perguruan tinggi di Jakarta 
seperti Universitas Indonesia (UI) 
dan Universitas Bina Nusantara 
(Binus) Jakarta.

KELESTARIAN AIR
TANGGUNG JAWAB SEMUA PIHAK
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Kampanye simpatik ini diisi 
dengan orasi yang mengajak 
seluruh lapisan masyarakat agar 
ikut serta dalam melestarikan 
air serta membagikan brosur 
dan stiker. Selain itu, juga diisi 
pertunjukkan seni oleh Komunitas 
Garuda Nusantara yang dipimpin 
oleh Ully Sigar Rusady.

Mudjiadi menambahkan bahwa 
tahun ini peringatan HAD 
berbeda dengan tahun lalu 
karena UU SDA No. 7 tahun 
2004 sudah dibatalkan sehingga 
ke depan akan menyusun UU 
baru. “Untuk itu kami meminta 
masukan dari seluruh lapisan 

masyarakat bagaimana kedepan 
kita mengelola air dengan baik 
yang sesuai dengan UUD 45 
pasal 33 yang isinya bumi dan 
air dikuasai negara dengan 
kemakmuran sebesar-besarnya 
untuk masyarakat”, jelas Mudjiadi. 
Air merupakan kebutuhan vital, 
oleh karena itu ketersediaan harus 
tetap ada, kita harus memelihara 
dan menggunakan air sebaik-
baiknya.

Berkaitan dengan hal di atas, ada 
dua krisis pengelolaan air yaitu 
saat musim kemarau kekurangan 
air dan saat musim hujan terjadi 

banjir. Jumlah air di Indonesia 
merupakan urutan kelima di 
dunia, dan saat ini yang harus 
dilakukan adalah bagaimana 
upaya kita untuk mengelolanya 
sehingga sepanjang tahun air 
tersedia dan saat air melimpah 
tidak menimbulkan masalah. 

Mudjiadi berharap pembangunan 
tidak hanya untuk sesaat tapi bisa 
digunakan di masa yang akan 
datang, seperti membangun 
di daerah tangkapan air, itu 
hanya membantu sesaat tapi 
kedepan menjadi masalah. Jadi, 
kedepan yang dilakukan adalah 

menlaksanakan konsep integrated 
water resource management 
(manajemen sumber daya 
air yang terpadu). Langkah-
langkahnya dimulai dari penataan 
yaitu tata ruang, sebagai 
contoh daerah yang fungsinya 
untuk konservasi harus tetap 
sesuai fungsi awalnya seperti 
di puncak banyak bangunan 
yang dibongkar dan sungai 
harus dilestarikan bukan sebagai 
tempat pembuangan sampah dan 
juga kedepannya harus dilakukan 
gerakan hemat air. (dew/tine/
nan).
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Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 85/PUU-XI/2013 atas 
uji materi UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan 
bahwa UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat atau dibatalkan. Dengan dibatalkannya UU 
No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka MK memutuskan UU 
no. 11 tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali dan Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan 
Menteri turunan UU SDA menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki dasar 
hukum.

“Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Keputusan Presiden 
dan Peraturan Menteri turu 
nan UU SDA yang tidak berlaku 
diantaranya adalah Kerjasama 
Pemerintah dan Swasta (KPS), 
Biaya Jasa Pengelolaan SDA 
(BJPSDA), lembaga koordinasi 
(Dewan SDA, TKPSDA WS), 
Pembagian Wilayah Sungai 
(WS) sebagai dasar operasional 
pengelolaan SDA secara terpadu 
dan berkelanjutan, keberadaan 
pengelola SDA (Balai WS, 
BPPSPAM), keberadaan pola 
dan rencana WS dan kegiatan 

TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PUPR
PASCA PEMBATALAN UU SDA
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operasi pemeliharaan, pengelola 
bendungan dan keberadaan 
BPPSPAM,” jelas Menteri PUPR.

Lanjut Basuki, pihaknya akan 
segera dibuat peraturan 
perundang-undangan sebagai 
pelaksanaan UU No. 11 tahun 
1974 dengan memperhatikan 
situasi saat ini yaitu penyusunan 
rancangan peraturan pemerintah 
(RPP) yang mengatur tentang 
koordinasi (pasal 7), pembinaan 
(pasal 10), pengusahaan (pasal 
11), perlindungan (pasal 13) 
dan pembiayaan (pasal 14), 
penyusunan RaperMen PIPR 
tentang Penetapan Wilayah 

Sungai (pasal 3 dan pasal 4), 
penyusunan RaperMen PUPR 
tentang organisasi Pengelola SDA 
(pasal 5), penyusunan RaperMen 
PUPR tentang perencanaan dan 
perencanaan teknis PSDA (pasal 
8), RaperMen PUPR tentang 
eksploitasi dan pemeliharaan 
(pasal 12), Penyusunan RaperMen 
PUPR tentang Bendungan (pasal 
12 dan pasal 13) dan penyusunan 
RaperMen PUPR tentang Badan 
Pendukung Sistem Penyediaan Air 
Minum.

“Untuk tindak lanjut jangka 
pendek (tahun 2015) yaitu akan 
segera menyusun RUU tentang 
SDA guna memperbaharui 
UU No.11 tahun 1974 
tentang Pengairan dengan 
mempertimbangkan 6 prinsip 
dasar pengelolaan SDA yaitu 
pengusahaan atas air tidak boleh 
mengganggu, mengesampingkan 
apalagi meniadakan hak rakyat 
atas air; negara harus memenuhi 
hak rakyat atas air. Akses terhadap 
air adalah salah satu hak asasi 
tersendiri; kelestarian lingkungan 
hidup, sebagai salah satu hak 
asasi manusia sesuai dengan 
pasal 28 H ayat 1 UUD 1945; 
pengawasan dan pengendalian 
oleh negara atas air sifatnya 
mutlak; prioritas utama yang 
diberikan pengusahaan atas air 
adalah BUMN atau BUMD dan 
pemerintah masih dimungkinkan 
untuk memberikan izin kepada 
usaha swasta untuk melakukan 
pengusahaan atas air dengan 
syarat-syarat tertentu,” ungkap 
Basuki Hadimoeljono.

Dengan adanya putusan MK 
tersebut maka pengelolaan SDA 

dikembalikan kepada negara agar 
makin kuat lagi. Dan sebenarnya 
inti pembatalan tersebut adalah 
mengenai pengusahaan air dan 
hak guna air dalam beberapa 
pasal di UU No. 7 tahun 2004 
tentang SDA dianggap lebih 
condong untuk komersialisasi 
air dan menghilangkan peran 
pemerintah untuk menyediakan 
air.

Untuk menindaklanjuti putusan 
MK tersebut Kementerian PUPR 
juga akan membentuk dua 
tim. Tim satu bertugas untuk 
mempersiapkan rancangan 
Peraturan Pemerintah, rancangan 
Peraturan Presiden dan 
Rancangan Peraturan Menteri 
dengan mengacu pada UU nomor 
11 tahun 1974 tentang Pengairan 
dan dan peraturan perundang-
undangan turunannya dan 
memperhatikan 6 prinsip 
dasar batasan pengelolaan 
SDA dan kondisi kekinian. Tim 
dua bertugas mempersiapkan 
rancangan UU tentang SDA untuk 
memperbaharui UU No. 11 tahun 
1974.

KAWASAN HUTAN DAN IRIGASI

Terkait dengan kawasan 
hutan dan irigasi, Menteri 
PUPR, Basuki Hadimoeljono, 
mengatakan bahwa dalam 
pembangunan infrastruktur SDA 
tahun 2015–2019, lahan yang 
dibutuhkan sebagian berada 
di dalam kawasan hutan. Maka 
diperlukan koordinasi dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (LHK). “Lahan 
yang sebagian besar berada 
di dalam kawasan hutan yakni 

pembangunan 16 bendungan 
on going memerlukan lahan 
seluas 2412 ha, pembangunan 
13 bendungan 2015 memerlukan 
lahan seluas 1437 ha, 
pembangunan 36 bendungan 
2016–2019 memerlukan 
lahan seluas 10.087 ha dan 
pembangunan irigasi 2015–2019 
memerlukan lahan seluas 
110.570,54 ha,” imbuh Menteri 
PUPR, Basuki Hadimoeljono.

Pembangunan infrastruktur 
sumber daya air memang 
terkadang menggunakan 
kawasan hutan. Adapun 
permasalahan proses ijin 
penggunaan kawasan hutan yakni 
izin pinjam pakai kawasan hutan 
(IPPKH), tukar menukar kawasan 
hutan (TMKH), lahan pengganti 
harus memenuhi kriteria tertentu 
sehingga memakan waktu 
yang lama, serta pelaksanaan 
konstruksi akan dapat dimulai 
setelah IPPKH keluar atau TMKH 
sudah dilaksanakan.

Untuk itu diharapkan 
penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan umum agar 
mendapat dispensasi. Dispensasi 
dapat berupa dimulainya 
pelaksanaan konstruksi secara 
bersamaan/paralel dengan 
proses izin penggunaan kawasan 
hutan yang sedang berjalan.
proses penyediaan lahan 
pengganti kawasan hutan 
sebaiknya dilaksanakan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, sedangkan 
penyediaan anggaran dilakukan 
oleh kementerian yang 
mengusulkan. (nan/anj)
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I N F O G R A F I S PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI  DI  INDONESIA 2015–2019

SUMATER A
325.164 Ha

Aceh
DI Lawe Alas (24.000 Ha)

Sumatera Utara
DI Batang Batahan
(16.000 Ha)

Sumatera Barat
DI Batang Sinamar
(3.200 Ha)

Sumatera Selatan
DI Lematang
(3.025 Ha)

Kalimantan Selatan
DI Batang Alai
(5.000 Ha)

Lampung
DI Jabung (7.288 Ha)

Jawa Barat
DI Leuwi Goong 
(5.313 Ha)

Nusa Tenggara Barat
DI Rababaka Kompleks
(14.062 Ha)

Jawa Tengah
DI Slinga (6.696 Ha)

K ALIMANTAN
133.386 Ha

BALI  & NUSA TENGGAR A
74.297 Ha

JAWA
57.697 Ha
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PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI  DI  INDONESIA 2015–2019

Kalimantan Selatan
DI Batang Alai
(5.000 Ha)

Sulawesi Selatan
DI Baliase
(28.000 Ha)

Papua Barat
DI Wariori
(3.450 Ha)

Nusa Tenggara Barat
DI Rababaka Kompleks
(14.062 Ha)

SUL AWESI
138.352 Ha

MALUKU & PAPUA
364.089 Ha

BALI  & NUSA TENGGAR A
74.297 Ha
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U L A S A N  K H U S U S

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono beserta rombongan ke Korea 
Selatan, selain menghadiri World Water Forum, juga menandatangani 
tiga MoU dan dua diantaranya adalah MoU mengenai keberlanjutan 
proyek National Capital Integrated Coastal Defense (NCICD).

“Pada World Water Forum yang ke-
7, temanya adalah implementasi 
dari Integrated Water Resources 
Management, ada beberapa 
yang dibahas, selain itu ada 
penandatanganan tiga MoU, 
dan dua di antaranya adalah 
mengenai keberlanjutan NCICD,” 
tutur Basuki saat ditemui di 
kantornya (17/4).

Lanjut Basuki, Pertama, MoU 
dengan Menteri Infrastruktur dan 
Lingkungan Belanda Melanie 
Henriette Schultz Van Haegen-
Mass Geesteranus, khususnya 

MENTERI PUPR TANDATANGANI
MOU KEBERLANJUTAN NCICD
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tentang keberlanjutan NCICD.
NCICD berawal dari JCDS (Jakarta 
Coastal Defence Strategy) tahun 
2010 menghasilkan rancangan 
pengamanan pantai Jakarta. 
Sesuai arahan pemerintah 
pusat dalam proses selanjutnya 
digunakan nama NCICD.

Tahapan pengembangan 
pengaman pantai menjadi 
Tahap A (pengamanan Pantai 
Cengkareng Floodway s/d 
Muara KBT); tahap B (Tanggul 
Laut sisi Barat) dan Tahap C 
(Tanggul Laut sisi Timur). Laju 
land subsidence di barat Jakarta 
lebih besar dibanding timur, jadi 

diprioritaskan pengembangan 
tanggul laut barat (Tahap B). Pada 
tahun 2014 Pemerintah harapkan 
sudah dilakukan ground breaking 
untuk pengamanan garis pantai 
eksisting.

“Jadi Belanda tetap ingin 
membantu kita dalam 
meneruskan program NCICD 
terutama untuk bagian B dan 
C, diluar A, karena yang A 
saat ini sedang dalam tahap 
implementasi,” jelas Menteri PUPR.

Kedua, MoU dengan Korea 
International Cooperation 
Agency (KOICA) yang juga 
ingin membantu untuk NCICD 
khususnya untuk detailnya. “Kalau 
Belanda masterplan, kelembagaan 
dan financingnya, jadi mereka 
konseptualnya sedangkan di 
detail data, dan Implementasinya 
dengan Korea,” kata Basuki.

Selain mengenai NCICD, Menteri 
PUPR juga menandatangani MoU 
dengan K-Water Company, yaitu 
sebuah badan usaha Korea yang 

berperan dalam penyediaan air 
di Korea.

“K-Water Company mengelola 
bendungan-bendungan dan air 
minum di Korea, mereka sudah 
punya Smart Water Management 
inisiatif, saya pingin punya, karena 
kita akan bangun 49 bendungan 
dan ke depan ini akan dibangun 
250 bendungan, saya ingin punya 
operation room dalam rangka 
memonitor kondisi bendungan 
dan irigasi,” imbuh Menteri PUPR, 
Basuki Hadimoeljono. (tim)
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Keberadaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang digugat salah 
satunya oleh PP Muhammadiyah beserta beberapa lembaga swadaya masyarat, akhirnya dianulir 
oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, Economic Challenges yang disiarkan langsung 
oleh stasiun berita Metro TV mengangkat isu pengelolaan sumber daya air pasca dianulirnya 
UU SDA, yang acaranya dipandu oleh Suryopratomo dan Leonard Samosir, serta menghadirkan 
nara sumber Fahmi Idris, mantan Menteri Perindustrian, Firdaus Ali, ahli tata air, Rahmat Hidayat, 
Forum Komunikasi Lintas Asosiasi, serta Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN PERATURAN 
KEGIATAN SUMBER DAYA AIR
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Rahmat Hidayat, sebagai salah 
satu penggugat mengatakan 
bahwa yang menjadi kekuatiran 
atas keberadaan UU SDA adalah 
praktis pada dasar hukum atas 
hukum perundang-undangan, 
yang membuat perijinan 
penggunaan air menjadi kosong. 
“Praktis tidak ada yang mengatur 
tata kelola perijinan pengelolaan 
air, aturan pelaksaanaannya 
membuat industri air galau”, 
jelasnya. 

Data yang diperoleh tim MetroTV 
dari Biro Pusat Statistik (BPS) 
menyatkan bahwa potensi 
air di Indonesia untuk tahun 

2013 adalah 2.000 milyar meter 
kubik, sementara yang baru 
dikelola baru kurang dari 10%, 
di mana antara lain 82%nya 
untuk pertanian, industri 7% 
dan perumahan 12%, sementara 
dilihat dari peroduktivitasnya 
hanya USD 4 per meter kubik. 
Sementara untuk air minum 
hingga saat ini hanya 7% untuk 
air minum.

Fahmi Idris mengatakan, 
“dunia dihadapkan pada tiga 
krisis pangan energi dan air. 
Kalo 82% untuk pertanian, 
coba dicek problem pertanian 
terbesar adalah sumber daya air, 
pengelolan air yang tidak tepat 
guna, basisnya adalah kelangkaan 
atau ketiadaaan pengelolaan 
air untuk petani. Masa paceklik, 

menurunnya produk petanian, 
karena kurang tepatnya 
pengelolaan sumber daya air” 
Sehingga dirinya berpendapat 
bahwa air harus dikelola Negara 
dan harus dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat secara 
merata. Semangatnya bukan anti 
untuk swasta tapi bagaimana air 
dimanfaatkan masyakarat secara 
berkeadilan. “Pada kenyataannya 
rumah tangga banyak yang 
belum dapat air bersih. Jadi data 
dengan kenyataan seperti jauh 
panggang dari api. Oleh karena 
itu dilakukan permohonan untuk 
menggugat”, urai mantan Menteri 
Perindustrian ini.

Pemerintah, yang dalam hal ini 
diwakili Mudjiadi, menjelaskan 
bahwa hingga saat ini 

Pemerintah tidak mengalami 
kekosongan hukum dalam 
menjalankan kewajibannya untuk 
melayani masyarakat, karena 
menggunakan UU no. 11 tahun 
1974 tentang Pengairan. “Namun 
harus dilihat UU itu dibuat 40 
tahun lalu, sehingga ada faktor 
kekinian yang harus dimasukkan.

Jadi sekarang Kementerian 
sedang mempersiapkan 
peraturan pelaksanaan untuk 
memperkuat pelaksanaan dari 
kegiatan Sumber Daya Air”, 
jelas Mudjiadi. Dikatakannya 
lebih lanjut bahwa saat 
ini Pemerintah melalui 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat sedang 
buat Peraturan Pemerintah (PP) 
baru mengenai pengusahaan 
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air karena MK mengusahakan 
bagaimana Negara berperan 
dalam pengusahaan air, 
sehingga perlu disusun 
aturan-aturan ini. Pemerintah 
masih memungkinkan untuk 
memberikan ijin ke swasta 
untuk pengusahaan air. Ditanya 
mengenai penyelesaian draft, 
Mudjiadi menjelaskan bahwa 
draft dalam sebulan dapat selesai, 
namun diskusinya membutuhkan 
waktu karena melibatkan seluruh 
stakeholder.

Fahmi Idris kemudian menyoal 
atas ketidakhadiran Pemerintah 
dalam mengelola sumber daya 
air, yang menurutnya menjadi 
menjadi titik permasalahan, 
karena seharusnya permintaan 
masyarakat akan air harus 
meningkat dari waktu ke waktu. 
Sementara hingga saat ini 
Negara baru dapat melayani 29% 
kebutuhan air masyarakat.

Sementara itu, Dirjen SDA 
menyampaikan bahwa dalam 
mengikuti program MDGs, 
hingga saat ini terus diusahakan 
untuk dicapai 61% pemenuhan 
kebutuhan masyarakat akan 
air minum harus dicapai. 
Ke depan, merujuk pada 
program pemerintah Jokowi-

JK, pemenuhan kebutuhan 
masyarakat akan air bersih 100 
persen harus tercapai.

Kendala yang ada hingga 
saat ini dalam permasalahan 
pengelolaan air bersih untuk 
air minum adalah masalah di 
tubuh Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM). Tiap PDAM 
tidak memiliki kualitas sumber 
daya manusia dan kemampuan 
finansial yang sama. Oleh 
karena itu, kualitasnya berbeda 
sehingga kemampuannya 
untuk dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat pada 
tingkat tertentu juga berbeda. 
Kemungkinan hal ini terjadi 
karena PDAM pelaksanaannya 
berada di tingkat kabupaten. 
“Kita ada data PDAM yang 
finansialnya sehat, kurang sehat 
atau bangkrut”, ucap Mudjiadi. 
Ditambahkan oleh Mudjiadi 
bahwa untuk menangani water 
treatment Pemerintah Pusat bisa, 
namun untuk distribusi, saluran 
sambungan yang mahal, itu 
tergantung PDAM itu sendiri. “Air 
baku jadi kewenangan pusat, 
yang jadi masalah air baku adalah 
tidak semua kabupaten punya 
sumber air, ini yang jadi penyebab 
konflik horisontal”, terang 
Mudjiadi lagi. 
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Menyoal peran swasta dalam 
hal pengelolaan air bersih untuk 
air minum, prioritas memang 
tetap diberikan ke Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal 
ini dikarenakan adanya syarat 
bahwa Negara berperan dalam 
pengawasan dan pengendalian. 
Adanya perbedaan antara 
peraturan dan pelaksanaan 
di lapangan, memang diakui 
Mudjiadi masih banyak pihak 
swasta yang melanggar atau 
tidak memahami aturan. “Dari 
Pemerintah mengeluarkan 
ijin untuk mengambil air 
dalam volume air dengan 
jumlah tertentu, namun dalam 
pelaksanaannya diterjemahkan 
berupa ijin untuk menguasai air, 
sehingga air itu dipagar, padahal 
itu tidak boleh, karena itu berarti 
ingin menguasai sumber air”, jelas 
Dirjen SDA. Ini adalah salah satu 
hal yang menjadi pemicu UU ini 
digugat.

Pemerintah melalui Ditjen SDA 
menyiapkan anggaran untuk 
tahun 2015 sejumlah Rp 30 triliun. 
Anggaran akan dialokasikan 
untuk penyediaan air baku, irigasi 
dan bendungan. Ditanya lebih 
lanjut mengenai skema kerja 
sama Pemerintah dan Swasta 
(KPS) untuk pengelolaan sumber 
daya air pasca dianulirnya UU 
SDA, Mudjiadi menjelaskan 
bahwa untuk KPS dan perijinan, 
Kementerian PUPR meminta 
fatwa ke Kementerian Hukum 
dan HAM (Kemkumham), dan 
telah dinyatakan bahwa KPS 
yang ada tetap berlaku untuk 
perijinan hanya perlu dinegosiasi 
lagi dengan persyaratan yang 
diijinkan MK.

Pelaku pengusaha di bidang air, 
Rahmat Hidayat, mengatakan 
bahwa dari sisi pelaku usaha 
adalah tetap mengikuti peraturan 
perundangan dan menjalankan 
bisnis sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. “Jadi 

kami dari swasta siap mendukung 
dan memberi kontribusi”, jelasnya.
Fahmi Idris menanggapi 
permasalahan kemampuan 
PDAM yang berbeda-beda di 
tiap wilayah disebabkan Negara 
belum benar-benar hadir ketika 

kewajiban konstitusi tidak dapat 
dihindari. Perlu ada komitmen 
kuat dari Pemerintah Pusat 
hingga Kabupaten, sehingga 
urusan air baku untuk air minum 
tidak hanya dibebankan kepada 
PDAM. (anj/chol/nan)
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“RPP Pengusahaan Sumber Daya Air dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti kondisi sumber daya 
air yang terbatas dan dapat berpotensi menimbulkan konflik sehingga dibutuhkan pengaturan 
perizinan dan alokasi air. Kebutuhan manusia tidak sekedar primer namun berkembang pada 
kebutuhan sekunder seperti kegiatan pengusahaan SDA, penyelenggaraan perizinan pengusahaan 
SDA dengan melindungi hak rakyat atas air, kebutuhan pokok minimal sehari-hari wajib dipenuhi 
oleh pemerintah dan menjadi prioritas utama, perizinan dalam pengelolaan SDA merupakan 
instrumen pengendali dan hak ulayat masyarakat hukum adat tepat diakui. Rancangan perundang-
undangan ini bertujuan untuk melindungi hak rakyat atas air dan meningkatkan kemanfaatan SDA,” 
jelas Arie Setiadi Moerwadi, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air dalam acara Konsultasi 
Publik RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, di Jakarta (9/4). Acara yang diadakan oleh Biro 
Hukum, turut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 
Perpamsi, ITS, Kompas dan stakeholder lainnya.

KONSULTASI PUBLIK RPP
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
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Beberapa waktu yang lalu 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
menyatakan bahwa UU No. 7 
Tahun 2004 Tentang Sumber Daya 
Air bertentangan dengan UUD 
1945 dan saat ini tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat atau 
dibatalkan. Dengan dibatalkannya 
UU No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air maka MK 
memutuskan UU No. 11 Tahun 
1974 Tentang Pengairan berlaku 
kembali.

Lanjut Arie, dengan adanya 
keputusan MK tersebut, maka ini 
merupakan momentum untuk 
mengembalikan hak-hak kepada 

negara sehingga Direktorat 
Jenderal SDA akan makin kuat 
untuk pengelolaan sumber 
daya air. “Inti dari pembatalan 
tersebut adalah mengenai 
pengusahaan air dan hak guna 
air yang ada di dalam beberapa 
pasal di UU No. 7 tahun 2004 
Tentang Sumber Daya Air. Dan 
pasal tersebut dianggap terlalu 
condong untuk komersialisasi 
air dan menghilangkan peran 
pemerintah untuk menyediakan 
air,” kata Arie Setiadi Moerwanto.

MK mensyaratkan bahwa ada 
6 prinsip dasar pembatasan 
pengelolaan sumber daya 
air, yaitu pengusahaan atas 
air tidak boleh mengganggu, 
mengenyampingkan dan 
meniadakan hak rakyat atas 
air; perlindungan negara 
terhadap hak rakyat atas air; 
kelestarian lingkungan hidup 
sebagai salah satu hak asasi 
manusia; pengawasan dan 
pengendalian oleh negara atas air 
bersifat mutlak; prioritas utama 
pengusahaan atas air diberikan 
kepada BUMN/BUMD; pemberian 
izin pengusahaan SDA kepada 
usaha swasta dapat dilakukan 
dengan syarat-syarat tertentu. 
Prinsip-prinsip tersebut dipenuhi 
dan masih terdapat ketersediaan 
air.

Arie berharap agar konsultasi 
publik rancangan perundang-
undangan ini dapat dijadikan 
wadah untuk saling berbagi 

informasi, komunikasi dan 
mengevaluasi hal-hal apa saja 
yang harus dilakukan untuk 
membuat isi dari perundang-
undangan ini berguna untuk 
kesejahteraan masyarakat.

Salah satu nara sumber yang 
hadir adalah Sri Edi Swasono, 
Guru Besar UI, mengatakan 
bahwa sesuai dengan UU 
No. 11 tahun 1974 tentang 
Pengairan, pengusahaan sumber 
daya air harus mengikuti tiga 
ketentuan yaitu pengusahaan 
air dan atu sumber-sumber 
air yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemanfaatannya 
bagi kesejahteraan rakyat 
pada dasarnya dilakukan oleh 
pemerintah, baik pusat maupun 
daerah; badan hukum, badan 
sosial dan atau perorangan yang 

melakukan pengusahaan air dan 
atau sumber-sumber air harus 
memperoleh izin dari pemerintah 
dengan berpedoman pada azas 
usaha bersama dan kekeluargaan 
dan pelaksanaan pasal ini diatur 
lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.

“Setelah UU SDA ditolak oleh 
MK maka konsepsi Triple-Co 
menjadi relevan untuk diterapkan 
demi “meredam” kegiatan the 
capitalistic greed dan eksploitatif 
yang sebenarnya bertentangan 
dengan pasal 33 UUD 1945. 
Triple-Co yaitu prinsip co-
ownership (pemilikan bersama), 
co-determination (penentuan/
putusan bersama) dan co-
responsibility (tanggungjawab 
bersama),” kata Sri Edi Swasono 
(tin/anj, datinSDA)
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Pasca pembatalan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air saat ini sedang 
menyiapkan 21 Peraturan Menteri (Permen) dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) pasca pembatan UU 
Nomor & tahun 2004 dengan memberlakukan kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. 
“Permen tersebut hanya menentukan wilayah sungai, pembentukan organisasi balai, kalau dengan 
Permen sebelumnya Indonesia dibagi menjadi 93 wilayah sungai namun dengan yang baru dan 
adanya pengertian baru maka menjadi 131 wilayah sungai,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dalam acara Dialog Kenegaraan “MK Batalkan UU SDA, 
Dampaknya Terhadap Daerah”, Jakarta, (11/3).

KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN 21 PERMEN 
DAN 1 PP TURUNAN UU NO. 11/1974
TENTANG PENGAIRAN



MARET-–APRIL • MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR 33

Hal tersebut merupakan 
tindak lanjut jangka pendek 
pasca putusan MK mengenai 
pembaan UU No. 7 Tahun 2004 
tentang sumber daya air. Saat 
ini Basuki juga turut mengajak 
para pemangku kebijakan 
atau stakeholders terkait 
untuk menyusun kembali atau 
melakukan judicial review untuk 
menyusun kembali PP tentang air 
minum, karena di lampiran atau 
penjelasan UU 11 tahun 1974 
menyebut mengenai air minum 
tapi PP nya belum ada.

Basuki menambahkan karena 
manusia membutuhkan air untuk 
kehidupan kesehariannya, maka 
harus ada PP, dan air adalah 
sumber kehidupan manusia untuk 
menjalankan roda perekonomian 
dan aktivitas setiap harinya. 

Selain itu, Kementerian PUPR 
juga meminta fatwa kepada 
Kementerian Hukum dan HAM 
mengenai kontrak-kontrak terkait 
sumber daya air yang sudah ada 
maupun yang masih dalam proses 
perizinan atau kontrak.

“Jadi yang sudah ada kontraknya 
kita negosiasi, kalau masih dalam 
proses kita sesuaikan dengan 
syarat MK. Jangka panjangnya kita 
bikin UU lagi memperbaharui UU 
No. 11/1974 karena sudah tidak 
cocok lagi, jadi tidak sesuai lagi 
dengan kondisi kekinian,” tambah 

Basuki. Selain itu, Sekretaris Ditjen 
SDA Hartanto mengungkapkan, 
bahwa saat ini pihaknya juga 
sedang mempersiapkan dasar 
Perpres terkait dengan Dewan 
SDA.

“Kita mengenal ada Dewan 
SDA yang terkait dengan 
kebijakan nasional tentang 
SDA, yang diangkat dengan 
Keppres, sehingga kita perlu 
susun Perpres segera terkait 
organisasi Dewan SDA ini, 
kenapa ini sangat dibutuhkan 
karena dewan ini diketuai oleh 
Menko Perekonomian dengan 
anggota separuh dari Pemerintah 
dan separuh swasta,” tambah 
Hartanto.

Sedangkan tentang 1 PP yang 
mengatur bagaimana air bersih 
ini bisa didistribusikan ke daerah-

daerah terkait dengan BPPSPAM 
dan Sanitasi. PP tersebut akan 
diturunkan 9 permen yang harus 
disiapkan.

“Itulah masa transisi yang segera 
diselesaikan paling lambat bulan 
April, supaya operasionalisasi 
program-program yang sedang 
berjalan secara legal bisa berjalan, 
itu transisinya,” terang Hartanto. 

Turut hadir dalam acara 
dialog tersebut adalah Ketua 
Komite II DPD-RI Parlindungan 
Purba, Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, Direktur Eksekutif 
Indonesia Resources Studies 
(IRESS) Marwan Batubara dan 
Aktivis WALHI Islahuddin.
(timDatin)
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Tim Kunjungan spesifik Komisi V DPR Ri dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia 
melakukan tinjauan ke sejumlah tanggul Sungai Cimanuk yang jebol (16/3) minggu lalu di 
Jatibarang, Indramayu, Senin (23/3). Tim rombongan Kunker didampingi pejabat Kementerian 
PUPR diantaranya Plt. Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Mudjiadi dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan 
Nasional (BPJN IV) Bambang Hartadi serta Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Tri Sasongko 
Widiyanto (24/3).

TIM KOMISI V DPR-RI TINJAU JEBOL
DI JATIBARANG



MARET-–APRIL • MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR 35

Adapun sejumlah tanggul yang 
ditinjau Komisi V yakni Tanggul 
Cimanuk Blok Cilengkol, Tanggul 
Cimanuk Jatibarang Baru Blok 
Lapangan dan Tanggul Cimanuk 
Blok Toko Alba. Kerusakan ketiga 
tanggul itu kondisinya sangat 
parah sehingga perbaikannya 
perlu dikebut. Hal ini sebagai 
langkah antisipasi terjadinya 
banjir susulan yang mungkin akan 
terjadi.

Guna mencegah terjadinya 
bencana seperti Situ Gintung 
Ketua Tim Kunjungan spesifik 
Yudi Widiana meminta 
pemerintah pusat untuk 
melakukan pengecekan kembali 
tanggul-tanggul sungai yang 
telah berusia lanjut khususnya 
yang mengancam keberadaan 
masyarakat yang tinggal di sekitar 
tanggul. Sejalan dengan itu Yudi 
meminta data tanggul-tanggul 
yang dinilai kritis.

“Kita melihat jebolnya tanggul 
13 Maret lalu, umumnya karena 
sudah terlalu tua, ditambah 
minimnya pemeliharan dan 
penguatan,” jelas Yudi wakil 
Komisi V dari F-PKS.

Tak lupa Yudi juga menghimbau 
kepada Pemda agar 
mempertimbangkan penataan 
ruang bagi pemukiman penduduk 
yang terlalu dekat dengan 
tanggul di sungai. “Jangan sampai 
mengembangkan suatu wilayah 
namun mengancam warga,” 
tambahnya.

Menurut Yudi Pemerintah ke 
depan perlu mensosialisasikan 
potensi-potensi bencana di 
setiap daerah. Dalam rangka 
pengembangan di wilayahnya
dijelaskan, kita melihat 
pemerintah daerah, sering kali 
mengembangkan wilayah-
wilayah tanpa memperhatikan hal 
tersebut,” ungkapnya.

Kunjungan kerja spesifik diikuti 
oleh 9 anggota dewan 3 di 
antaranya berasal dari daerah 
pemilihan Jawa Barat yakni 
Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), 
Nurhayati (F-PPP), Miryam S. 
Haryani (F-Hanura). Sebelum 
kelapangan Tim Rombongan 
mendapatkan presentasi 
dari Kepala BBWS Cimanuk - 
Cisanggarung. Tri Sasongko 
Widiyanto.
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I N F R A S T R U K T U R  K I T A

Jakarta. Proyek Bendungan Keureuto di Aceh Utara, senilai Rp 1,7 triliun 
digadang-gadang menjadi yang terbesar di Aceh, bahkan di Sumatera. 
Rencananya Presiden Jokowi akan mencanangkan langsung dimulainya 
pembangunan proyek ini, pekan depan. Hari ini, Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono dan Plt. Dirjen Sumber Daya Air Mudjiadi menyaksikan 
penandatanganan Perjanjian Kerjasama pembangunan Bendungan 
Keureuto di Aceh Utara, Jumat (6/3/2015) di Kantor Kementerian PUPR.

Pekerjaan pembangunan 
bendungan dibagi menjadi tiga 
paket. Paket I dikerjakan oleh 
PT Brantas Adipraya JO PT Pelita 
Nusa Perkasa, Paket II oleh Wijaya 
Karya, dan Paket III oleh Hutama 
Karya JO PT Perapen.

Penandatanganan dilakukan oleh 
Dodi Setiawan dari PT Brantas 
Adipraya, Ketut Suwarbawa dari 
Wijaya Karya, dan perwakilan 
dari Hutama Karya dengan PPK 
Prasarana Konservasi Sumber 
Daya Air (PPK-PKSDA) Iskandar. 

BENDUNGAN KEUREUTO,
ACEH UTARA
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Bendungan ini juga berfungsi 
untuk penyediaan air irigasi 
(9.420 ha), air baku (500 l/
det), PLTA (6,34 MW) serta 
manfaat lainnya, sehingga bisa 
meningkatkan perekonomian 
di Kabupaten Aceh Utara dan 
Kabupaten Bener Meriah.

Tipe bendungan ini adalah 
urugan random, dengan luas 
genangan 896,39 ha dan panjang/
tinggi 386,00 m/74,00 m, dan 
sumber dana berasal dari dana 
APBN sebesar Rp 1,7 triliun.
“Dengan bendungan sebesar ini, 

mungkin bendungan terbesar 
di Aceh, akan memberikan 
kontribusi yang sangat besar bagi 
kedaulatan pangan Indonesia,” 
kata Basuki.

Pekerjaan Pembangunan 
Bendungan Keureuto 
dilaksanakan dengan Multi 
Years dari 2015–2019. Bahkan 
bendungan tersebut bakal 
menjadi bendungan terbesar di 
Sumatera.

“Pembangunan bendungan ini 
menggunakan uang negara, maka 

pergunakan dengan benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan,” 
pesan Basuki.

Menurut agenda, Presiden 
Jokowi secara langsung akan 
mencanangkan pembangunan 
Bendungan Keureuto di Aceh 
pada Hari Senin (9/3/2015). Hal 
tersebut dilakukan sebagai wujud 
komitmen pemerintah dalam 
upaya menyukseskan program 
membangun bendungan di 
Indonesia yang mencapai 49 
bendungan/waduk dalam 5 
tahun.

Paket I oleh Brantas Adipraya 
JO PT Pelita Nusa Perkasa akan 
mengerjakan tubuh bendungan 
dan Saddle Dam. Paket II oleh 
Wijaya Karya akan mengerjakan 
terowongan pengelak dan 
waterway, dan Paket III oleh 
Hutama Karya JO PT Perapen akan 
mengerjakan bangunan pelimpah 
(spillway).

Bendungan Keureuto dibangun 
untuk menyediakan tampungan 
khusus banjir, sebagai pengendali 
banjir sebesar 30,50 juta m3 yang 
mampu meredam dan mereduksi 
debit banjir.
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PENANDATANGANAN 
KONTRAK 
PEMBANGUNAN 
BENDUNGAN 
KEUREUTO

“Dalam membangun bendungan 
ada dua hal yang harus 
diperhatikan. Pertama, dana, 
membangun bendungan berarti 
kita membelanjakan uang negara, 
dan dalam membelanjakan uang 
negara semuanya harus efektif 
dan efisien sehingga dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. 
Kedua, membangun bendungan 
berarti menginvestasi bencana, 
jadi apabila terjadi kesalahan 
akan mengakibatkan bencana 
bagi semua pihak dan masyaraat 
sekitar. Untuk itu kepada pihak 
satker dan kontraktor serta 
konsultan harus berhati-hati 
dimulai dari perencanaan sampai 
dengan pelaksanaannya. Satker 
harus bertanggung jawab penuh 
jangan hanya mengandalkan 
konsultan dan kontraktor saja,” 
jelas Basuki Hadimoeljono, 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat dalam acara 
Penandatanganan Kontrak 
Pembangunan Bendungan 
Keureuto, di Gedung Sumber 
Daya Air dan Penataan Ruang, 
Jakarta (060314).

Penandatanganan dilakukan oleh 
Dodi Setiawan dari PT Brantas 
Adipraya, Ketut Suwarbawa dari 
PT Wijaya Karya dan perwakilan 
dari PT Hutama Karya dengan 
PPK Prasarana Konservasi Sumber 
Daya Air (PPK-PKSDA) Iskandar. 
Paket I oleh PT PT Brantas 
Abipraya JO PT Pelita Nusa 
Perkasa akan mengerjakan tubuh 
bendungan dan Saddle Dam. 
Paket II oleh PT Wijaya Karya 
akan mengerjakan terowongan 
pengelak dan waterway, dan 
Paket III oleh Hutama Karya JO 
PT Perapen akan mengerjakan 
bangunan pelimpah (spillway).

Bendungan Keureuto berlokasi 
di Desa Blang Pante, Kecamatan 
Paya Bakong. Pembangunan 
bendungan ini untuk 
menyediakan tampungan khusus 
banjir sebesar 30,50 juta m3 
yang mampu meredam dan 
mereduksi debit banjir sampai 
dengan periode ulang 50 tahun. 
Manfaat bendungan ini yaitu 
dapat mengairi irigasi seluas 
13.834 ha dengan rincian DI Alue 
Ubay 4.800 ha dan DI Pase Kanan 
9.034 ha, PLTA sebesar 6.340 MW, 

air baku sebesar 0,50 m3/det, 
konservasi SDA, pengendalian 
banjir dan pariwisata.
 
Tipe bendungan ini adalah 
urugan random, dengan luas 
genangan 896,39 ha dan 
panjang/tinggi 386,00m/74,00 m 
dan sumber dana berasal dari 
dana APBN sebesar 1,7 triliun. 
”Dengan bendungan sebesar ini, 
mungkin bendungan terbesar 
di Aceh, akan memberikan 
kontribusi yang sangat besar 
bagi kedaulatan pangan 
Indonesia. Dan SDM yang ada 
diharapkan dapat memanfaatkan 
kesempatan ini sebaik-baiknya 
untuk memanfaatkan dan 
mengembangkan ilmu tentang 
bendungan sebaik-baiknya. 
Ke depannya diharapkan ada 
semacam field trip atau study 
tour bagi para ahli bendungan di 
Ditjen SDA untuk mengadakan 
kunjungan ke berbagai 
bendungan seperti bendungan 
Jatigede, bendungan Jatiluhur 
atau bendungan lain baik yang 
eksisting maupun yang on 
going,” ungkap Basuki. (tin-
dewDatinSDA)
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S U D U T  P A N D A N G

HUBUNGAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN 

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan tempat 
tinggal yang layak akan kebersihan, aman, dan nyaman. Kebersihan 
akan lingkungan merupakan kewajiban dari setiap masyarakat dalam 
menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat, rasa aman dalam 
lingkungan juga dibutuhkan sehingga dibutuhkan koordinasi dan 
bersosialisasi dengan masyarakat, dan nyaman adalah manusia dapat 
menempatkan diri dalam keadaan senyaman mungkin dalam suatu 
lingkungan sehingga hubungan timbal balik antara manusia dengan 
lingkungan sekitar dapat berjalan dengan baik.

Sebenarnya manusia sangat 
bergantung pada keadaan 
lingkungan sekitarnya, yaitu 
berupa sumber daya alam yang 
dapat menunjang kehidupan 
sehari-hari, seperti tanah, udara, 
dan air. Tanah merupakan tempat 
manusia untuk melakukan 
berbagai kegiatan, sedangkan air 
sangat dibutuhkan oleh manusia 
sebagai komponen terbesar 
dari tubuh manusia dan untuk 
menjaga keseimbangan, air 
sangat dibutuhkan dengan jumah 
yang sangat banyak dan memiliki 

SUDAH SAATNYA
UNTUK KOTA BERBASIS LINGKUNGAN
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kelembaban, cuaca, pengaruh 
hama dan penyakit, dan 
terkadang juga terpengaruh dari 
intervensi manusia itu sendiri.

Lingkungan yang terjaga 
merupakan kebutuhan semua 
masyarakat, itu bisa terwujud 
bila masyarakat dan pemerintah 
dapat bekerjasama dengan baik. 
Lingkungan hidup menurut 
Undang-undang No. 32 Tahun 
2009 adalah pengendalian 
pencemaran dan atau kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan 
dalam rangka pelestarian fungsi 
lingkungan hidup.

Pengendalian dan pencemaran 
dan atau kerusakan lingkungan 
hidup terdiri dari tiga hal, yaitu 
pencegahan, penanggulangan, 
dan pemulihan lingkungan 
hidup dengan menerapkan 
berbagai instrumen, yaitu Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS); tata ruang; Baku mutu 
lingkungan hidup; Kriteria baku 
mutu kerusakan lingkungan 
hidup; peraturan perundang-
undangan berbasis lingkungan 
hidup; dan instrumen ekonomi 
lingkungan hidup; serta anggaran 
berbasis lingkungan hidup.

Menurut Prof. Dr. Sapardi, faktor-
faktor yang mempengaruhi 
lingkungan hidup yang berkaitan 
dengan tingkat kemampuan daya 
dukung lingkungan, yaitu terdiri 
atas faktor geografi, yaitu iklim 
yang merupakan faktor yang 
mempengaruhi aktivitas manusia 
dalam lingkungannya, perubahan 
cuaca, merupakan faktor yang di 
satu sisi suhu yang ekstrim dapat 
menjadi pembatas bagi manusia, 
sedangkan di sisi lain suhu 
yang beragam dapat membuat 
manusia menjadi lebih kreatif 
dan inovatif dalam mengatasi 
perubahan tersebut, dan 
kesuburan tanah juga merupakan 
faktor yang cukup berpengaruh 
terutama bagi daerah agraris, 
karena dengan tanah yang subur 
sebagai daya dukung lingkungan 
tersebut nilainya jauh lebih tinggi 
daripada daerah yang kurang 
subur.

Faktor sosial budaya juga 
mendukung akan terjaganya 

lingkungan, yaitu tingkat ilmu 
yang dimiliki oleh masyarakat, 
pengetahuan yang dimiliki oleh 
masyarakat akan lingkungan, 
dan teknologi yang dimiliki 
oleh masyarakat apakah dapat 
meningkatkan dan menurukan 
nilai daya dukung lingkungan, 
serta perilaku manusia dapat 
meningkatkan nilai daya dukung 
dari lingkungan.

PERMASALAHAN 
LINGKUNGAN YANG ADA DI 
INDONESIA

Permasalahan lingkungan yang 
ada di Indonesia diantaranya 
adalah pencemaran sungai 
dan laut, yang mengakibatkan 
menurunnya kualitas air. 
Tercemarnya air sungai dan laut 
adalah karena kegiatan manusia 
seperti penggunaan logam berat 
dan pembuangan limbah cairan 
kapal maupun limbah pabrik yang 
masih belum teratur.

Untuk pencemaran tanah apabila 
terjadi penggunaan secara 
berlebihan terhadap pupuk dan 
bahan pestisida, pencemaran 
tanah ditandai dengan adanya 
perubahan tanah yang menjadi 
kering dan keras, dan pencemaran 
hutan terjadi apabila dalam 
pemanfaatannya tidak terkendali 
dengan baik, seperti sampai saat 
ini masih saja terjadi pembalakan 
liar hutan di Indonesia meningkat 
setiap tahunnya, sehingga 
mengakibatkan berkurangnya 
sumber daya air, dan terjadinya 
bencana tanah longsor.

PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR 
BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dalam pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur juga 
memperhatikan lingkungan 
sekitar, seperti pelaskanaan 
pembangunan bendungan, 
irigasi, dan pengamanan pantai 
yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan infrastruktur 
sumber daya air seperti 
bendungan dan embung selalu 

menyediakan lahan untuk 
dijadikan taman dan jogging 
track untuk menyeimbangi 
antara kehidupan manusia 
dengan lingkungannya. Selain 
itu pengelolaan sumber 
daya alam sebaik mungkin 
dengan pembangunan yang 
berkesinambungan agar 
dapat meningkatkan mutu 
terhadap masyarakat sehingga 
sasaran pembangunan yang 
dicapai dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut karena 
pembangunan infrastruktur akan 
menimbulkan pengaruh yang 
cukup besar terhadap lingkungan 
karena kegiatan tersebut dapat 
bersifat secara alamiah, kimia, 
dan secara fisik. Selain itu, 
kualitas lingkungan hidup dapat 
ditentukan dengan beberapa 
komponen, salah satunya adalah 
kebutuhan untuk kelangsungan 
hidup hayati dan terpenuhinya 
kebutuhan untuk kelangsungan 
hidup manusia.

Kota yang menjaga lingkungan 
tempat tinggalnya dengan 
bersih dan tertata dengan baik 
mendapatkan apresiasi yang 
diberikan oleh Pemerintah, 
yaitu Penghargaan Adipura, 
di tahun 2014 Penghargaan 
Adipura Kencana tahun 2014 
adalah Surabaya dengan kategori 
Metropolitan dan Balikpapan 
masuk dalam Kategori Besar. 
Dan untuk Penghargaan Adipura 
tahun 2014 untuk kategori 
Metropolitan adalah Kota Medan 
dan untuk Kategori Sedang 
adalah Kota Bitung. (sumber: 
www.yipd.or.id).(anj)kualitas yang baik sedangkan 

udara merupakan sumber oksigen 
yang dibutuhkan oleh makhluk 
hidup yang alami.

Lingkungan adalah suatu sistem 
yang kompleks dimana berbagai 
faktor berpengaruh timbal 
balik satu sama lain. Sedangkan 
menurut Ensiklopedia Kehutanan 
mengatakan lingkungan 
adalah jumlah total dari faktor-
faktor non genetik yang dapat 
mempengaruhi pertumbuhan 
dan reproduksi pohon serta 
lingkungan juga mencakup 
yang sangat luas, seperti tanah, 
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Berdasarkan data The World Atlas of Mangrove tahun 2010, Indonesia 
memiliki kawasan hutan mangrove seluas 3 juta hektar atau sekitar 20 
persen dari total luas kawasan hutan mangrove dunia yang mencapai 
sekitar 15 juta hektar.

Manfaat hutan mangrove sangat 
besar untuk penduduk Indonesia 
khususnya yang tinggal di 
pesisir pantai yang mencapai 
40–50 persen, yaitu mencegah 
terjadinya abrasi, tsunami, dan 
peresapan air laut ke daratan. 
Maka upaya pelestarian hutan 
mangrove perlu terus digalakkan 
karena Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang memiliki 
banyak pantai.

MANANAM POHON UNTUK MENJAGA 
KELESTARIAN MANGROVE
OLEH: KJPL
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Untuk menjaga hutan mangrove 
untuk tetap terjaga salah 
satu yang dilakukan adalah 
dengan melakukan rehabilitasi, 
berupa penanaman pohon 
mangrove, yang menjadi salah 
satu program NEWtrees yang 
dicanangkan oleh World Wide 
Fund for Nature (WWF) Indonesia. 
Program ini berorientasi dengan 
perbaikan ekosistem prioritas 
dan juga sejalan dengan 
upaya yang sedang dilakukan 
oleh pemerintah dalam 
mengintegrasikan pembangunan 
sektoral dengan daya dukung 
lingkungan di tingkat bentang 
alam.

Dengan manfaat yang 
cukup besar, Newtrees turut 
mendukung dan berkontribusi 
dalam mewujudkan komitmen 
Pemerintah untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca sebesar 26 
persen di tahun 2020 mendatang 
dengan memperbanyak 
penanaman pohon dan 
reforestasi. 

Program NEWtrees ini juga telah 
melibatkan berbagai institusi 
dan komponen masyarakat, baik 
Pemerintah dan swasta, antara 
lain pengelola ekowista mangrove 
di tol Sedyatmo, Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas 
kelautan dan perikanan, serta 
institusi perbankan, seperti Bank 
Central Asia.

Sebanyak 18.000 bibit pohon 
mangrove akan ditanam 
serentak di sembilan lokasi, 
yaitu Lamujung (Aceh Besar), 
Tanggamus (Lampung), Muara 
Gembong (Jawa Barat), Blanakan, 
Subang (Jawa Barat), Muara 
Kali Opak (Yogyakarta), Teluk 
Lamong (Surabaya), Wringin Putih 
(Banyuwangi), dan Sumberkima 
(Bali), serta Bengkayang 
(Kalimantan Barat).

Dengan adanya penanaman 
pohon untuk hutan mangrove 
diharapkan dapat memberikan 
dampak positif bagi 
kelangsungan fungsi ekosistem 
secara sosial ekonomi bagi 
masyarakat yang tinggal di 
kawasan pesisir pantai. Dalam 
penanaman mangrove tersebut, 

WWF-Indonesia menjadi 
penyambung antara publik dan 
korporasi seperti BCA dengan 
masyarakat disekitar areal 
penanaman.

Penanaman mangrove 
dilaksanakan oleh masyarakat, 
karena merekalah yang akan 

menerima manfaat langsung 
dan tidak langsung dari program 
ini. Masyarakat juga akan 
diperkaya dengan kegiatan budi 
daya baik kepiting atau ikan 
yang menggunakan kawasan 
hutan mangrove sebagai area 
pemijahan (berkembang biak).

Aktivitas pemberdayaan 
masyarakat juga akan mencakup 
kegiatan konservasi di areal 
hutan mangrove, sehingga selain 
bisa menjadi dukungan sosial 
budaya, juga menjadi penunjang 
keanekaragaman hayati.


